b~
i

BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA Tl MUR
:PBRA’FURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019 '

‘ TENTANG .
TUGAS BELAJAR 1ZIN BELAJAR DAN IKA’IAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang :. a. bahwa untuk mewujudkan' cita-cita bangsa khususnya.

Mengingat

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, perlu adanya
dukungan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil
yang berkualitas © dan professional dalam pelaksanaan
tugas pemerintahan, pembangunan dan pel:_iya.n,u:n‘
kemasyarakatan; -

b, bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya mavusia
dan profesionalisme, maka perlu diberikan kescmpatan bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemevintah  Daerah
Kabupaten Kupang, mahasiswa, dan siswa asal Kabupaten
Kupang untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar dan
ikatan belajar;

¢. bahwa Peraturan Daerah Kabupoten Kupang Nomor 3
Tahun 1987 tentang Bantuan, Iugdb Belajar dan Tkatan
Belajar  sudah tidak sesual dengan pergturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga untuk
menciptakan kepastian hukum dalamn pelaksanaan tugas
belgjar, izin belajar dan ikatan belajar, perlu mencabut
Peraturan Daerah tersebut mefaiui pembeuntukin Peraluran
Daerah  Kabupaten Kupang tentang ‘Tugas Belajar,
lzin Belajar, dan lkatan Belajar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dac: huruf ¢ perlh
menetapke;n Peraturan Daerah tentang Tupas Belajar, 1zin
B elajaj dan lkatan’ lJelaJar : .

[. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Tasar Nepara
i+ Republik [ndonesia Tahun 1945;q/




2. Undang-Undang . Nomor 69 ’I‘ahun 1958  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkal 1. dalam
Wilayah ' Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubitk
Indonesia Tahun 1958° Nomor-122 Iambqhan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Ur{dang Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran  Nuegara Republik
II‘]dOI’lEbla Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telan
diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
dan
BUPAT] KUPANG

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH HLNI‘ANG [UGAS I3 lAdAl\ < 4N

BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daex;ah adalah Kabupaten Kupang. ‘
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. T
Bupati adalah Bupati Kupang.

Pegawai Negeri Sipil yang. selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Ne gul :
Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang
berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam negeri -
maupun  di luar negeri dan dibebas tugaskan dari tugas kedinasan serta ‘.

biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Petnerintah Provinsi,
P.ejmu"mtah Pusat, Pemerintah Negara Lain atau pihak kefig:.
lzin "Dbelajar adalah  kesempatan belajar = yang diterikan  olelr

D

Pejabat yang berwenang Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk e ldl]_]tllkdﬂ ks

J;\mang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang sciara, baik d alaim

LllzLiptindluar daerah.atas permintaan sendiri, dengdn tiddak mening; ;dlk i
2as Kedinasan serta bia apendlthkann adlbl P o

jub bersangkutan y ayai oleh Pepawai Neger Sipil

‘o




10.

11.

~Ikatan Belajé;r adaiah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang
ajar ad

berwenang = kepada siswa/siswi yang berprestasi, dan

mahasiswa/mahasiswi kader potensial yang b_uka‘p PNS Lf‘msuf,
mengikuti/ melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi alau yang selara

pada salah satu lembaga pendidikan formal. o R
Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pada

Perguruan Tihggi di dalam negeriyang memiliki kemampuan dan kecak'apa‘rx

serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai dengan kebufuhag Pemerintah

Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Dacrah

sesuai kemampuan keuangan daerah. ‘ : ‘
Siswa Berprestasi adalah siswa tamatan Sekolah Meuiengah U.mun";
atau Kejuruan yang telah menunjukkan kemampuannya cla_lam bidang

akademik. ) ‘ : :

Perangkat Daerah:adalah Perangkat Daerah lingkup Peinerintah Kabupaten

Kupang. ) _ 5 "
Rekomendasi Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang selanjutnya

-
T

disebut Rekamendasi adalah surat persetujuan pejabat yang berwenang.

12.

13.

14.

vang diberikan kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan mengikuti '
pendidikan dengan status Tugas Belajar, {zin Belajar dan lkatan Belajar
sebelum PNS, mahasiswa dan siswa yang bersangkutin mengilkut
pendidikan. ' .

Perguruan Tingggl adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi aiau
sederajat yan{:g terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan

cari Menteri iyang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau
pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelenggarakan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di

“luar negeri = sebagai tempat PNS, mahasiswa dah siswa mengikuti’

pendidikan. 4 . ‘
ljazah adalall tanda bukti tertulis yang diakui atau dihargai dan diperoleh
dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah.
atau perguruan- tinggi swasta yang telah terakreditasi dun/atau telah
mendapat izin penyelenggaraan dari- Menteri yang berianggungjawab
di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturin
perundang-undangard  yang berlaku  berwenang menyelenggarakin
pendidikan yang menunjukkan  seseorang telah  berhasil  lulus
menempuh  dan menyelesaikan pendidikan formal. . .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disi ngkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan kompctcnsﬂ :

PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, loyalitas dan .

prestasi.

fujuan pemberian Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan kualitas dan
pyofcswnahsme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian_di
bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, '

Pasal 3

Maksuq pemberian Ikatan Belgjar adalah untuk meningkatk:n pengetahuan
mahasiswa atau, mahasiswi kader potensial dan siswa atau siswi yang telah

: menunjukkaiﬁ dedikasi, perilaku dan prestasi.

Tujuan  pemberian Ikatan Belajar adalah untuk menyediakan :_

sumber daya manusia yang berkualitas ~ serta profeswnal — dalam

nwlaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian di Jidang Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. ’




Pasal 4 -

Ruang ngkup pengaturan Tugas Belajar, 1zin Belajar dan lkatan Relajar daleun
Peraturan Daer ah ini meliputi:
a. perencanaan; i
h. kewenangan;
persyaratan;
. hak dan kewajiban;
. perjanjian; =
pembxayaan
. jangka waktu,. perpanjangan dan pembatalan; dan
1. monitoring dan evaluaéi.

- 0 o 0

= 0G

Pasal 5 . -
(1} Tugas Belajar dan lzin Belajar sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 2.
diberikan kepada PNS. A
(2) lkatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diber nk i kepada:

a. mahasiswa.  kader  potensial  program  bantuan peningkaian
prestasi akademik;
b. siswa berprestasi program bantuan belajar mahasiswa.

BAB Il ol
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Setiap Pe-rarigka’t Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan
- kebutuhan ugas Belajar, lzin Belajar dan lkatan Belajar dalam -
Rencana Stnategls Perangkat Daerah dan dijgbarkan dalam Rencana Kerja

Tahurian.

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibs chikoordinasikan
Kepala Perangkat Daerah dengan Sekretaris Daerah miclalul Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinizhuan di bidang |
kepegawaian. , :

(3) Penyusunan rencana ° kebutuhan  sebagaimana  dimaksud pad:

ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Daeraty dan analisis
beban kerja meliputi: -

a. bldang ilmu atau kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
b. jenis keahlian dan/atau keterampilan yang dlbutuhkan dan
c. lembaga péndidikan yang akan dituju.

Pasal 7

(1} Rencana kebutuhan Tugas Belajar, lzin Belajar dan !kalan Belajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bervisi infoimasi mengenai:
a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izia Belajar;

b jenis keahlian dan/atau ketrampilan yang dibyfithkan; -
proglam pendidikan yang direncanakan;




. kua11f1ka31 akadermk PNS calon pesérta Tugas Belajar, sampai dengan
‘strata Uga{ berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setiap-
Perangkat ;Daerah, serta mahasisiwa dan siswa calon lkatan Belajar
berdasarkan prestasi belajar ; '

e. lembaga. pend1d1kan tinggl penyelenggara Tugas BelaJaL dan Ikatan.
Belajar;

f. jangka waktu,

g. sumber bidya; dan | | , .

h. kualifikasi| program pendidikan formal yang diperlukan untuk
mengisi formasi jabatan yang sangat d1per1ukan dan mendukung visi dan
misi Daer%\

'(2”')':* Ketentuan mengenai bentuk Rencana Kebutuhan serta indikalor pemberian

Tugas Belajﬁa_r, Izin Belajar dan lkatarr Belajar Perangkat Daerah
sebagaimanaldimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 11
KEWENANGAN

Pasal 8 -
Bupati berwemanég memberikan Tugas Belajar, [zin Belajar dan lkatan Belajar. ‘
Pasal 9

(1) Bupati dalam ‘-‘memberikan Tugas Belajar dan lzin Belajar ~
sebag,edmanai dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan dan
. mempertimbangkan Kketerkaitan antara kebutuhan pendidikan® yang
ditempuh déngan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai’.
kebutuhan Daerah, serta kemampuan keuangan Daérah.

(2) Bupati dalam memberikan [katan Belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 harus memperhatikan aspek - kemampuan akademis,

keadilan dan| mempertimbangkan keterkaxtan kebutuhan pendidikan yang .
dltempuh serFa kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,'|ZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar dan lzin Belajar

Pasal 10

(1) PNS yang akan diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
a. administratif;xdan
b. akademik: . :
(2) Szarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a meliptit
a. mengajukan .permohonan tertulis kepada Bupati = mengetuhui
Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; .

b. fotocopy Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Ducrah;

c. fotocopy Kartu Pegawai; : '

d. bekerja ‘di lingkup - Pemerintah Daerah paling singkat. 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai NS, kecualiuntuk
bidangilmu - yang langka atau kebutuhan orgenisasi, . dapart
diberikan: sejak pengangkatan sebagai PNSY | "

e. gaf;;(ar pemlalan pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun rerakhir berm]alv-
al

f. fotocopy keputusan pengangkatan Calon PNS;

-




fotocopy Ij:eputusén pengintglt(atal:;lh ler S; .‘ .

) eputusan pangkat tera ; . s
ggigiggi Eeg'utusan Jpabagtan terakhir bagi PNS yang menduduki Jabatfm,\
rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari atasan langsung yang .
diketahuiloleh kepala Perangkat Daerah; ' S , .

k. suratjém'naﬁ pembiayaan Tugas Belgjar khusus, bagl PNS yang suxznt.)el

' pembidya nnya non APBD; ‘ _

1. surat-ﬁet rangan dari kepala Perangkat Daerah mengenai program studi |
yang ;akém ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan

kebutuhan pengembangan organisasi; | ,

m. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembagu
Pend‘id{ik' n Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
0. surat pernpyataan: '
1. tidak sedang menjalankan. cuti di luar tanggungan negara;
2. tiddk | sedang mengajukan upaya hukum  keberatan ke
~ Badlarj Pertimbangan Kepegawaian; :
3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; ‘
4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat -

R

=

- berat;! , _ : '
5. tidak | sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak
~ pidana kejahatan maupun pelanggaran; : : ‘ ,
6. tidak | sedang  dalam melaksanakan pendidikan dan’
pelatihan penjenjangan; o C

7. tidak ; pernah gagal dalam . Tugas Belajar =~ yang
disebabkan oleh kelalaiannya;

8. tidak - pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena
kesalghannya; | ; ' -

9. bersedia - menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah; dan - :

10. bersedia mengabdi di Daerah. .

p. 'rekomend@asi dari Bupati untuk mengikuti weleksi pada
lembaga pendidikan; ‘ “

‘q. pembebaqan:dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
dan/atauijabatan fungsional tertentu; .
r. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dakter:pemeriritah atau tim penguji kesehatan; dan
s. batas wusgia 'maksimal bagi PNS' yang akan melaksanakan tugas
belajar meliputi: - o
1. program Diploma I, Diploma I, Diploma liI, dan Program Strata | atau -
setara| berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan '
2. progrdm Program Strata I atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga
puluhitujuh) tahun; dan : :
3. program Strata Ill atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh)

tahun;
(3) Syarat sebagdimana dimaksud pada ayat (l)ehuruf b meliputi:
a. lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi

Swasta yang.terakreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan telah
lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diikuti; '

b. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas atau jabatan yang
akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan
yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; dan

¢. memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikua terakhir dan
syarat lain yahg ditentukan oleh: lembdga pendidikan yang -akan
menerima.g, / -




(1)

Pasal 1 1

PNS yang akan diberikan lzm Belajar harus memenuh1 per bydratan .

a. mengajukan permohm tertulis “kepada Bupan mengetahui |
Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. fotocopy Kartu Pegawali,

daftar pemlalan prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai balk

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat ketexangan
dokter :Pemermtah atau Tim Penguji Kesehatan;

o

e. surat ketetranga’n dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara "

atau pengelolah telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan

Kementerian: yang menyelenggarakan - urusan pemerintahai
dibidang pendldlkan dan untuk Pendidikan ngg1 Swasta terakreditasi-
nilai B;

f. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
g. tidak seddng menjalankan hukuman disiplin.

{2) PNS3 izin. belaiar harus menaati ketentuan:

a. pendldpkam diselenggarakan di luar jam kerja; dan
b. tidak merugganggu kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Ikatan Belajar

: Paragraf J
Mahas1swa Hotensxal Program Bantuan Pemngkatan Presta:si Akadem1k

Pasal 12

Mahasiswa kader potepsial yang akan diberikan lkatan Belajar program
bantuan peningkatan prestasi akademik harus memenuhi persyaratan:

a.
b.
o}

d.

(1)

indeks prestasi kumulatif untuk setiap jenjang pendldlkan mlmmal 3,00;
usia maksimal 30 tahun;- . ‘
syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Pen<hd1kan
Formal yang bersangkutan;

surat keteramgan sedang mengikuti pendidikan dari Lembaga Pendidikan
yang bersangkutar; '
surat pernyataan bersedia untuk mengabdi di Daerah palitg singkat 20 ((lua

- puluh) tahun; dan

bersedia menandatangam surat perjanjian lkatan Dinas Program‘,
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Siswa Berpresta51 Program Bdntudn Belajar Mahasiswa

Pasal 13

Siswa berprestasi yang akan diberikan lkatan Belajar program bantuan

~belajar mahasiswa harus memenuhi persyaratan:

a. administratif; dan

b. akademik. . -

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a e liputi:

a. lulusan Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan vang dibuktikan
dengan fotocopy ljazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang -
berwenang |

b. surat pernyataan untuk mengabdi di Daerah geteluh selesai tkatan
Belajar paling rendah 20 (dua puluh) tahun; Q\/




%

lulus sele si yang dilaksan akan oleh Pemermtah Dae mh atau Lembaga .
Pend1d1kan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; :
d. lutus sélekm ujian - masuk Perguruan Tinggl Negeri atau
Swasta tang terakreditasi nilai B; ' -

o

keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehat n; dan N

f bersedia :menandatangani sSurat Perjanjian [katan Dinas Siswa
Yang Berprestasi Program, Bantuan Belajar Muhasiswa - dengan
Pemerintah Daerah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mucputl

a. nilai rapoﬂ' rata-rata m1mma1 8,00 dari kelas 1 sampai 3; .

b. menumukkan sikap dan perilaku yang - baik selama
pendidikan - yang dlbukukan dengan surat ketemn gan dari Kepala
Sekolah; dan

c. syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan formal.

Pasal 14

Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberian Tigas Belajar, lzin
Belgjar dan. IKatan Belajar  setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. _
‘Ketentuan 1lebih lanjut mengenai- tata cara peinberian  Tugas
Bela_jar, IzinBelajar dan lkatan Belajar, diatur dalam Pevaturan Bupati. '
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu _
Tugas Belajar dan lzin Belajar

¢ Pasal 15

PNS Tugas Belajar berhak: '

a. mendapat biaya pendidikan Tugas Belajar sesuai ketnampuan keuanga
Daerah;

b. menerima gaji;

c. menerima kenaikan gaji berkala

d. ‘mendapan kenaikan pangkat; -

e. mendapat penilaian dalam Penilaian: Prestasi Kerja; dan

f. masa memalam tugas Belajar tetap dlhltung sebagai masa kerja.

PNS Tugas Bélajar berkewajiban:

a. mcnyenahkan tugas  dan tanggung  jawab kepada 'al:..asan
langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; B

b. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan daliun  Keputusan -
Tugas Belajar; N

c. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

d. melaporkan ' keberadaannya kepada Perwakilan Republik -
Indonesia- di negara tempat Tugas -Belajar da}am hal tiigas belajar ke
luar negeri,

e. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada

Bupatimelalui Kepala Perangkat Daerah yang n\enyelengc.xrakan urusan
pemermta[han di bidang kepegawaian; :

f. melaporkan = perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati’

melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang kepegawaian; : |

sehat = jasmani dan rohani yang dibuktikan = dengan surat




i

@ melaporkan kemajuan belajar per semester Akepadva B3 patt mela.,rw‘
Kepala:Perangkat Daerah  yang rpenyelenggarakan urusan -
pemerintahan  di bidang kepegawaian; . X '1'

h. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila

" dimungkinkan untuk program Tugas B,ela_Jar yang bersangkutan
sebelun masa Tugas'Belajar yang ditentukan berak.hxr; ‘ N

i, melaporkan - secara tertulis kepada Bupati  melalui _. Kepala
Perangkati Daerah yang menyelenggarakan urusan - penjermtahan
di bidang kepegawaian perihal akan berakhirnya Tugas 1,3{31&_]8.%";

j. indeks prestasi komulatif paling rendah 2,75 (dua koma iu) uh hma,t); |

k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala ‘ Kepala .
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan - urusan pemer‘m:tahan
di bidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang
bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau Dberakhir masa
melaksanakan Tugas Belajar; | ' |

1. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima
kepada IDae'rah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana
diatur datam Perjanjian Tugas Belajdr; dan - ‘ ' '

n. setelah selesai Tugas Belajar kembali bertugas di Daerah "
paling ‘i cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas
terhitung sejak tanggal selesai Tugas Belajar.- ' -,

(3) Kecuali dalam' hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau’.
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan
Surat Keterangan - dari tim dokter. Pemerintah, PNS yang = tidak
melaksanakan kewajiban sebagiarhana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai de;ng'drn huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan,; '

b. teguran tértulis; atau

c. penghentian pembiayaan.

(4) Kecuali dalam. hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
- cacat jasmanj/rohani yang tidak bisa disembuhkan.dan dibuktikan dengan -
Surat Ketc:frar#gan' dari tim dokter Pemerintah, PN3 yang . tidak
melaksangkan Kkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i
sampai dengdn hurufl dikenakan admnistratif berupa: ' :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

¢. denda administratif.

(5) Kecuali dalam bal, yang bersangkutan meninggal lunia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan d:buktikan denga
Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak -
n}elaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-huruf m-
d)kenakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan
yang telah diterima.

Pasal 16

(1) PNS Izin Belajar berhak: . .
' menerima gaji; | T
menerima kenaikan gaji berkala;
mendapat kenaikan pangkat; .
mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
€. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
(2) PNS lzin Belajar berkewajiban: : '
a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui-
Kepala{ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan o //

oo o

|
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!
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(3)

(1)

(2)

b. mengajukgn . permohonan perpanjangan masa tzin

c. melaporkan .secara tertulis kepada -Bupati melal

di bidang l;epegawalan, Bé!ajar,l

apabila: dn;nungkmkan untuk program lzin Belajar yang bersangku’tan ,

[ RBelajar yang ditentukan berakhir;
e accar talie ke ui Kepala Perangkat

Daerah' yang ményelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian paling lambat 1 (sati) bulan setelah yang bersangkutan
‘menyelesajkan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan I/m_l
Belajar; d .
d. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang e rlaku.
PNS yang txdl melaksanakan kewajiban sebagaimana dlma ksud pada ayat
{2) dxkenak:an(sankm administratif berupa: ‘
a. teguran lisan;, -
b. téguran-tertulis; atau
c. pencabutél,n izin.

Bagian Kedua
Ikatan Belajar
o, Paragraf 1 - | .
Mahasiswa Potensial Program Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik

Pasal 17

Mahasiswa ke}der potensml Ikatan Belajar yang meng1kut1 program bantuan

pemngkatan prestasi akademik berhak:

a. memperoleh sebagian  biaya pendidikan‘ sesuai  kemampuan
keuangan Daerah dan ‘ '

b. hak lain yang diatur-dalam perjanjian lkatan Belajar :

Mahasiswa kader potensial lkatan Belajar yang mengikuli program bantuan

peningkatan prestasi akademik wajib:

a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepnda
Bupati melalul Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggardkan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal Kepada Bupati melalui -

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahdn
di bldamg epegawaian;

o

c. melapdrkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kepegawaian; -

d. mengajukan = permohonan perpanjangan masa = (katan  Dinas,
apabila d;mungkmkan untuk program studi yang bersangkutan
sebelum !masa lkatan Belajar yang ditentukan berakhir; ' _

e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui  Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kepegawalan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yany
bersangkutan menyelesaikan lkatan Belajar atau berakhir masa
melaksanakan lkatan Belajar;

f. mentaati seluruh peraturan pexundang—undangan yang ber laku
membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima
kepada [iaerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pefjanjian lkatan Belajar; dan

h. setelah s¢1esa1 lkatan Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat
untuk: Jarpgka waktu 20 (dua pw tahun masa tugas terhitung seJak

tanggal selesai [katan Belajar.




(3)

"b. teguran tertulis; atau ‘ ;

" Siswa sebagaﬁmana dimaksud pada ayat (1) wajib:

Kecuali dalam -hal® yang bersangkutan memnggal dunta dacr;/atau »
cacat Jasm,an{/roham yang tidak bisa disembuhkan dan di fjul\nkan engaﬁ
Surat Keterapgan -dari tim dokter Pemerintah, Mahasiswa yang tida
melaksanakan kewajiban sebagiamana dimaksud pada fyat (2) huruf a |
sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif ber up1
a. teguran lisan;

C. penghentlan ‘pembiayaan. o - 3
Kecuali ddlam hal yang bersangkutan meninggal dumg dan/atau .
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Mahaslbwa yang Lgda{k .
melaksanakah kewajiban sebagaimana. dimaksud pada  ayat (2) -
huruf g dikenakan admnistratif berupa: ’
a. teguran lisan; :
b. teguran tertulis; atau | ‘

c. denda adL inistratif. o
- Kecuali dal hal yang bersangkutan menmggal (lunia dan/atau - |
cacat jasmiani/ rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan .

Surat: Keteraqngan dari tim dokter Pemerintah, Mahasjswa yang tidak
melaksanakanh kewajiban sebagaimana dimaksud pada Lucu (2) huruf h
dikenakan sapk& keperdataan berupa ganti kerugian atas bJa ya pendidikan
yang telah digerima. '

. Paragraf 2
Siswa Berprestast Program Bantuan Belajar Mahaswwa

Pasal 18

Siswa lk‘até;n ~ Dinas yang mengikuti program bantuan b'elajar
mahasiswa berhak: ' '

a. mempéro h sebaglan biaya pend1d1kan sesuai kemampuan keuangan

Daerah dan
b. hak lam y1ang diatur dalam perjanjian lkatan Belajar.

‘-

a. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan lkatan -
Belajar;

b. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada .
Bupati mplalul Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan merintahan di bidang kepegawaian; ‘ :

d. me apqu%e perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bldangikepegawman

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -
di'bidang lkepegawaian; .
f. mengajuldan permohonan ‘perpanjangan masa ~ lkatan Dinas,
apabﬂa»dtmungkinkan untuk program studi. yang Dbersangkutan
sebelum ‘masa Ikatan Belajar yang ditentukan berakhir;
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaporkan  secara tertulis kepada - Bupati nelalui Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang k?pegawalan paling lambat 1.. (satu} bulan setelah yang

bersangkuytan menyelesaikan Ikédtan Belajar atau berakhit - masa
melaksan kan'lkatan Belajar; (\ :

e. melapOrk?n kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui

=g
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i, membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang t.elah dlte’rtlma -
kepada Daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana d_tatur
dalam Perjanjian lkatan Belajar; dan _ o

j. setelah selesai [katan.Belajar . kembali bertugas di Daurah pglmg cepit |
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sqak _
tanggal selesai Ikatan Belajar.’ L a o .

(3) Kecuali dalam "hal yang bersangkutan meninggal fiu nia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan den.gan
Surat Keterangan dari tim dokter  Pemerintah, Siswa yang - tidak
melaksanakeih kewajiban sebagiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dehgan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

~a. teguran lisan; : ' -

b. teguran te'Trt-ulis; atau

c. penghentian pembiayaan. ‘

(4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, Siswa yang tidak .-
melaksangkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan ;
hurufi dikenakan admnistratif berupa: ?

a. teguran lisan; =

b. teguran tertulis; atau

c. denda administratif. -

(&) Kecuali dalém .hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmanij/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan
Surat. Keterangan dari tim dokter. Pemerintah, Siswa yang tidak
melaksana_,kab kewajiban sebagaimana ' dimaksud pada ayat (2)

huruf j'dik_e akan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya -
pendidikan yang telah diterima. ‘ ’

RN BAB VI -
PERJANJIAN

Pasal 19 | .

(1) Pelaksanaan ‘;’I@,ugas belajar, [zin Belajar, dan Ikatan Belajar didasarkan pada
Perjanjian. yang ditandatangani oleh PNS, siswa dan mahasiswa .-
kader potensial dengan Bupati. .

(2) Perjanjian 'sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ditandatangani
oleh ‘para pihak sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentung Pemberian .
Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

(3) Materi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah
memuat: - ‘
a. subjek perjanjian;
b. objek perjanjian;
¢. ruang lingkup perjanjian;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu perjanjian;
f. berakhirnya perjanjian;
'g. sanksi; !
h. keadaan memaksa;
i. penyelesajan perselisihan; dan
J. diikutsertakannya keluarga PNS, keluarga ~siswa, dan keluarga
mahasiswa kader potensial urtuk menanggung ganti tugi kecuali bagi -
PNS peserita izin belajar. : |

-




(4) Perjanpan nIpelaksanaan Tugas Belajar, - lzin . Belajar dan
D1

Tkatan as sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) dibuat dihadapan -
saksi.
BAB VII . -
PEMBIAYAAN
Pasal 20

(1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:

a. APBD;

b. APBD Provinsi;

c. APBN; atau

d. bantuan I;flhak ketiga yang sah dan tidak menglkat
(2) Biaya lzin Belajar bersumber dari: .

a. PNS peserta izin belajar; dan

b. bantudn plha’k ketiga yang sah dan tidak menglkat
(3) Biaya lkatan Belajar dapat bersumber dari APBD.

Pasal 21

Besaran b1ay§1 pend1d1kan untuk ’I‘ugas Belajar yang berswniber dari APBD .

sebagalmanaldlmaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf-a, dianggarkan setxap

tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Besdaran b1ay‘§ pendidikan untuk lkatan Belajar yang bersumber dart APBD
sebagaimana|dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dengan ketentuan:
a. bagi giswa 'yang mendapat program bantuan belajar mahasiswa
' dltanggu g sepenuhnya yang dianggarkan . dalam setiap -

tahun | ggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah;dan

b. bagi m¢has1swa kader potensial® yang mengikuti  program
bantuan penmgkatan prestasi akademik. dianggarkan dalam satu tahun
anggaran isesuai kemampuan keuangan Daerah. -

Pasal 22

‘. jKetentuan lebih lanjut mehgenai tata cara pembayaran dan komponen bta} A
pendidikan sebagajmana dxmdksud dalam Pasal 21 diatur dengan Pe(cxtu ran
Bupati. :

(2) Besatan biaya pendidikan sebagalmana dimaksud dalam Pasal_ 21
d1tetapkan dengan heputusan Bupat1 o
BAB VIU
JANGKA WAKT‘U PILRPANJANGAN DAN PEMBA’I‘ALAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Kecuali mahasiswa kader potensial yang mengikuti program bantuan
peningkatan prestasi akademik, Jangka waktu Tugas Belajar lzin Belajar dan
Ikatan Belajar meéliputi program:

diploma I paling lama 1 tahun;

diploma II paling lama 2 tahun;

diploma III pdling lama 3 tahun,;

diploma [V atFLu strata [ paling lama ¢ tahun;
~strata | transfer paling lama 2 tahunb\/

strata dua; paling lama 2 tahun; dan
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strata tiga paling lama 4 tahun. j
> ra“ e p : g, . Pasal 24

PNS TugéskBéllajar dan siswa lkatan Bela'je_xr yang t@dak dapat nll'enye;eszllkgr% e
pend-idikar“}‘ ‘dalam jangka waktu sebagaimana dlma.ksud dalam Pas |
berdasa lasa iberi angan. .
berdasarkdn alasan yang sah dapat diberikan perpanjan o
Perpanjangan| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat

.3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dan lkatan Belajar.

Perpanjangan| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling

lama 1 (satu) tahun akademik dalam hal: - | o

a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepgda Bupati mela Ll.l :
Perangi(at Daerah yang menyelenggarakan urusan bidatg kepfjgawalan, |

b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau
tim penguji; | .

c. keterlambptan terjadi bukan karena kelalaiannya; dap o

d. menda'pat; rekomendasi’ dari . pimpinan lemmbaga
pendidikan  yang bersangkutan.

Pasal 25 L i

Berdasarkan permohonan perpénjangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat {2), Bupati menetapkan keputusan perpanjangan jangka waktu -
Tugas Beldjaf] atau lkatan Belajar.

- PNS' Tugas | Belajar dan = siswa Ikatan Belajar yang mendapatkan

keputusan pegrpanjangan jangka waktu Tugas Belajar atau
lkatan Dinas wajib menyelesaikan pendidikdan dalam jangka
waktu sesuai . keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). , . -

Apabila setelph diberikan perpanjangan jangka,K waktu pendidikan
ternyata ){_an‘ ‘bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikannya,
maka Bupati imemberhentikan yang bersangkutan dari status Tugas Belajar
atau lkatah Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '
Dalam  hdll ,Bupati memberhentikan status Tugas  Belajar,

. maka PNS'sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diubah status menjadi .

Izin Belajar.
Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dilakukan
sesual peratyran perundang-undangan di bidang kepegawnian.

Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau
cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan
Surat-Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS Tugas Belajar dan siswa
lkatan Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagainana dimaksud
pada ayat (2} dikenakan sanksi keperdataan berupa ganii rugi atas biaya
pendidikan yang telah diterima. '

Pasal 26
Bupati dapat mencabut Keputusan Pemberian Tygas Belajar, lzin Belajai

dan lkatan Beldjar sebelum keberangkatan ke tempa! pelaksanaan
pendidikan maupun selama dalam mengikuti pendidikan.

- Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) » hanya

dilakukan apabila; - .

a. terdapat bukti yang sah bahwa PNS, siswa dan mahasiswa kader
potensial tidak memenuhi syarat; . '

b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan; |




d. mengajukén pérmohorian pengunduran diri;’
e. tidak smelaporkan kemajuan belajarnya me
peringatar;

skipun tefah  diber

1. bekerja; diI,Uaf kegiatan bélajar kecuali bagi PNS Izin Belajar;

g. setelahidievaluasi tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang ditkuty,
h. tidak = dapat melaksanakan . pendidikan karena hal -
peristiwa - diluar kemampuannya; N | N
i, tidak melaksanakan pendidikan sesuai Perjanjian tugas Belajar, lzin
Belajar atqu Ikatan Belajar; dan o | -

j. tidak sehat jasmani .dan rohani yang dinyatakan oleh tim pen.ggJ}-
kesehaf:an{ dan- mengakibatkan ~yang persangkutan © tidak
mungkin | menyelesaikan pendidikan sesual dengan waktu yang
ditentukan. -

‘Pencabutah | keputusan sebagaimana dimaksud - pada  ayat (1)
dilakukan: berdasarkan usulan Kepala Perangkat laerah yang -

menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dfixl{gfiﬂ
melampirkan: bukti atau kelengkapan data pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). ‘ . :

BAB IX v
MONITORING DAN-EVALUASI

Pasal 27'

Bupati atau.Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evdluasi
pelaksan‘aén Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Belajar. '
Monitoring sébagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan untuk :

a. mengetahui keberhasilan pendidikan;

b pemberian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaaan,

c. mengetahui keberadaaan tempat tinggal; dan
d. mengetahui perilaku PNS dan Mahasiswa.

Pasal 28

Pimpinan Egerangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap manfaat
Fugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Belajar kepada PNS, mahasiswa -

dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan terhadup pelaksanaan
tugasnya. '

‘Eval'uasi dilakukan dalam raﬁgka pengendalian prograim  pemberian

Tugas Belajar, lzin Belajar dan lkatan Belajar, serta sebagai bentuk

aBk;ir.lt.abili(tasi penyelenggaraan Tugas Belajar, lzin Belajar dan Jkatan -
elajar. - ’

Pasal 29

Hasil mon.itqring dan, evaluasi sebagaimana dimaksud d::laro Pasal 27 dan
Pasal 28 disampaikan . secara  berkala - kepada  Bupati  melalni

Sckretaris Daerah. ‘ '

Hasil lr_nor}ition'r,lg dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menghentikan
atau  melanjutkan pendidikan dan/atau pemberian bantuin biaya
pendidikan. : : : :

T




BAB X
SANKSI ADMINISTRATIR

Pasal 30:
Ketentuan méngpnai tatacara pengenaan sanksi administratil c]ja.n sagll(;
keperdataan sébagaiana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sampatdengan ayat

(5), Pasal 16 ayat|(3), Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 18 ayal '(3) _
sampai dengan ayat (5) dan Pasal 25 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tugas Belajar, Izin Belajar, dan lkatan Belajar yang sedang dilaksanakan
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan teftap berlaku dan .

dalam waktu, pdling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini

ditetapkan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Dagrah ini.

Pasal 32

PNS, siswa atau fnahasiswa kader potensial yang sedang dalam proses dan pada

saat Peraturan Daerah ini ditetapkan belum diputuskan scbagai PNS Tugas
Belajar atau lzin Belajar dam siswa atau mahastswa kader potensial katai
Belajar, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturarﬁ Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabﬁpat.e@
Daerah Tingkat [l Kupang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Bantuan, lkatan Belajar -

-dan Tugas Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kupang

Tahun 1987 Naomor 286, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Kupang Nomor 286 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidtak berlaku.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Supati Daerah
Tingkat Il Kupang Nomor 370 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kupang Nomor '8 Tahun 1987 tentang
Bantuan, [katan; Beélajar dan Tugas Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak -

berlaku. 0\/




Pasal 35
.Peratm‘a.n. Daerahi ini mulai berlaku pada tanggal diundan_gkan.
A"gér setiap orang mengétahyinya, memermtdhkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupatenﬁ
Kupang. '
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PENJELASAN
ATAS
PELRAIURAN\ DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS BELAJAR 1ZIN BELAJAR DAN IKATAN BEI AJAR

-

UMUM U
Sejalan. dengan tuntutan mayarakat dan kompleksitas kebutuhan

serta permasalahan pemerintahan, pembangunan dun  pelayanan
masyarakat dewasa ini, dibutuhkan dukungan sumber diya mmanusia yang
yang berkwalitas, profesional, memiliki integritas ke pribadian = dan
moral yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kep:ada
masyarakat. adanya dukungan sumber daya manusia yang ber kualitas dan
professional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pemmbangundn dan
pelayanan kemasyarakatan tentu akan. mendukung p&.mbangunan dan
pelayanan mdsyarakat di daerah Kabupaten Kupang. :

Upava = peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

profesionalisme dparatur perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan -

‘bagi Pegawai' Negeri Sipil dilingkup - Pemerintah Kabupaten Kupang dan

mahasiswa serta siswa yang berprestasi berasal dari Kabupaten Kupang
untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar, dan ikatan belajar. . _

Untuk tertibnya penyelenggaraan tugas belajar, izin belajar
dan ikatan belajar dimaksud terutama terkait dengan persyaratan, baik
persyaratan administratif mapupuh persyaratan akadeinis serta lamanya
waktu bela_]aﬂ dan pembebanan biaya maka perlu diatur melalui Peraturan .
Daerah dan jakan dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai
peraturan pelpksanaannya

Peraturan daerah ini terdiri'dari 12 (dua belas) Bab dan 35 (tiga puluh

‘lima) pasal yang mengatur secara komprehensif . berkaitan dengan .

Perencanagn; Kewenangan; Persyaratan; hak dan kewajiban; Perjanjian;

Pembiayaan; .Jangka waktu dan pembatalan monitoring;, evaluasi; dan '
sanksi admxmstrauf ;

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .
Cukup Jelas.
Pasal 2
Ayat (1) ; : .
" Yang dimaksudkan dengan dedikasi, perilaku, loyalitas
dan ' prestasi dapat dijelaskan sebagai berikut.
Dedikasi adalah Pengabdian atau pembaktian diri PNS kepada
pekerjéan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
- mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan
substansi jabatan dan pekerjaan
Perilaku adalah Tanggapan atau reaksi individu yang’.
terwujud  di gerakan (sikap); tidak saja  badan atau
ucapan atau perilaku adalah sekumpulan tindak:in yang dimiliki
oleh 'manusia dan dipengaruhi oteh adat, sikap, emosi, nilal,
etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau - genetika. Loyalitas.
Yang dimaksudkan dengan . loyalitas ‘adalah -
kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila,
' jﬁndang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

|
i Unsur kgf?aan terdiri atas sub- sub unsur .penilaian sebagai -
! bgnkut ‘

-,




Pasal 10

1. T;dék pernah menyangsikan kebenaran Pemca.sila baik
dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan; o

2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara  dan .atau |
Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan
Negara dari pada kepentingan diri sendiri, scseorang, atau

.. golongan,; - _ P
- 3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan
Undang- Undang « Dasar 1945, serta selalu_ berusaha
mempelaiari  haluan Negara, politik Pemerintah, dan .

rencana-renca - Pemerintah dengan tujuanuntuk ‘
melaksanakan tugasnya.  secara berduyaguna dan
berhasilguna, : ‘

4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak

peérnah terlibat dalam gerakan yang bertijuan mengubah -

atau menentang Pancasila  Undang-Undang Dasar
1945, ULentuk Negara Kesatuan Republik {ndonesia, atau
Pemerintah; ' :

5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat rulisan, atau
melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan; dan

- 6. mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang

* Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. o '

Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai scorang Pegawal
Negeri*- Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan -
. kepadanya sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja
Pegawai dan dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja.

Ayat.(2)
Cukup jelas.
Pasal 3 : ,
Cukup jelas.
Pasal 4 '

- Cukup jelas.
Pasal 5 ‘ '

- Cukup felas.

Pasal 6

Ayat(1) . | |
' "P.?'enylusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan fkatan -
‘Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ,

- ketersediaan sumber daya manusia PNS yany berkompeten
sesuai standar keahlian atau keterampilan. '

Ayat (2)
Cukup’jel'as.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 7 _
- Cukup jelas.
Pasal 8 ; :
Cukup jelas.
Pasal9 . ,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11 '
‘ Cukup‘jelas.()\/




Pasal 12 R
Cukup jelas.: .
Pasal 13 |
Cukup jelas.
Pasal 14 '
Cukup jelas.
Pasal 15
. Cukup jelas.’
Pasal 16 '
Cukup jelas.
Pasal 17
- Cukup jelas..
Pasal 18
- Cukup jelas..
"Pasal 19 “ ,
Cukup jelas.
Pasal 20 . T
Cukuyp jelas. '
Pasal 21 .
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 -
 Cukup jelas.
Pasal 25 P
Cukup jelas.,
Pasal 26 - ]
Cukup jelas.
'Pasal 27 ‘
Cukup jelas.
Pasal 28
. Cukup jelas.
Pasal 29 o
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas..
Pasal 31 :
- Cukup jelas..
" Pasal 32 | .
Cukup jelas. -
Pasal 33 = -
Cukup jelas. |
Pasal 34 :
Cukup jelas.
Pasal 35 .
Cukup jelas. *

o
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